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ABSTRAK 

 

Nuri Khoerunisa (1213050145) : Perlindungan Hukum bagi 

Konsumen Atas Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung 

Bahan Berbahaya di Wilayah Kota Bandung Dihubungkan Dengan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Kosmetik telah menjadi kebutuhan utama bagi wanita untuk 

menunjang penampilan dan rasa percaya diri, namun tingginya 

permintaan ini sering dimanfaatkan oleh produsen yang memasarkan 

produk tanpa memperhatikan keamanan konsumen. Banyak 

konsumen tergoda oleh harga murah dan hasil instan tanpa memahami 

risiko kandungan bahan berbahaya yang dapat menyebabkan 

kerusakan kulit. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah mengatur 

hak konsumen atas keamanan, informasi yang benar, dan kompensasi. 

Perlindungan hukum dan pengawasan dari BPOM perlu diperkuat 

untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang semakin marak dan 

melindungi konsumen dari dampak buruk dari penggunaan produk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan 

hukum bagi konsumen, kendala dalam perlindungan hukum, dan 

upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapat perlindungan dari 

kosmetik berbahaya. 

Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori 

keadilan, dan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Adapun Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan hukum 

bagi konsumen bertujuan untuk menjaga hak konsumen yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Meski begitu, 

masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan kualitas produk. 

BPOM Kota Bandung melakukan perlindungan melalui dua cara yaitu 

upaya preventif dan upaya refresif yaitu melakukan penegakan hukum 

terhadap pelaku usaha. Selain itu, dilakukan juga kampanye 

CekKLIK. Dalam hal penerapan, masih mengalami berbagai kendala 

diantaranya rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang 

hak serta risiko kosmetik berbahaya, kurangnya kolaborasi antar 

lembaga, serta pelaku usaha yang terus memproduksi produk 

berbahaya. Kemudian, peredaran kosmetik berbahaya mengancam 

kesehatan konsumen, dan pelaku usaha bertanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan. Jika terjadi kerugian, konsumen bisa 

mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha, lalu mengajukan 

sengketa ke BPSK dan jika dalam penyelesaian sengketa di BPSK 

gagal, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. 
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